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MOTTO

“Apabila manusia melikat kemungkaran dan tidak berusaha
merubahnya, dikhawatirkan Allah akan menimpaken adzab siksa-
Npya secara merata.”

(sabda Rasvlutish saw.)

Kupersembahkan Untuk:

>

»

Ayahanda dan Ibundaku tercinta,
Saudara-saudaraku tersayang,
Seseorang yang sangat kucintai,
Sahabat-sahabatku tercinta, dan

Almamaterku..
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Judul Skripsi: PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PEMBERI DAN
PENERIMA SUAP SERTA UPAYA PENANGGULANGAN
TERJADINYA SUAP

Penulis: Pembimbing:
Oka Hendra Wismoyo Nur Husni Emilson, SH.,S.Pn.,MH
ABSTRAK

Permasalahan dalam skripsi ini adalah:
1. Bagaimana pertanggungjawaban Pidana bagi Pemberi dan Penerima Suap?
2. Bagaimana Upaya Penanggulangan terjadinya Suap?

Untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini, maka digunakan
metode pendekatan yuridis normatif guna manganalisa berbagai peraturan
perundang-undangan hingga diperoleh data sekunder di bidang hukum, serta
dilengkapi dengan berbagai temuan dalam masyarakat yang akan dijadikan
sumber data primer.

Teknik analisis data secara deskriptif kualitatif, pengumpulan data
dilakukan melalui penelitian kepustakaan, dan untuk memperoleh bahan hukum
sekunder dilakukan dengan cara mengkaji bahan hukum primer hingga sampai
pada penarikan kesimpulan yang menggunakan logika berpikir deduktif, kongkrit
sebagai jawaban permasalahan.

Berdasarkan analisis data tersebut, maka dapat ditarik kesimpulan:

l. Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pemberi dan Penerima Suap atau tindak
pidana Korupsi harus mendapat ganjaran yang selayaknya diperoleh
pelaku dengan Konsep Pemidanaan dalam Hukum Pidana, yaitu:

a. Sanksi Pidana terhadap Pemberi dan Penerima Suap adalah untuk
menjamin pelaksanaan pemerintahan yang bersih dan bebas Korupsi,
Kolusi, dan Nepotisme (KKN).

b. Menghendaki pidana yang dijatuhkan adalah seimbang dengan
perbuatan si pelaku.

c. Pelaku tindak pidana Suap atau Korupsi yang telah dinyatakan
bersalah oleh pengadilan harus menjalani hukuman sebagai terpidana.

d. Dalam hal pidana dan pemidanaan, Hakim adalah aparat penegak
hukum yang menetapkan jenis dan ukuran pemidanaan dengan
orientasi pemidanaan yang tidak membatasi kebebasan Hakim untuk
menetapkan jenis dan ukuran pemidanaan, sesuai dengan yang ada
dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
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2. Upaya Penanggulangan Terjadinya Suap merupakan usaha pencegahan
kriminalitas yang bergantung pada dua aspek perbaikan, yaitu:
a. Aspek [Imu Pengetahuan dan Teknologi.
b. Aspek Lingkungan.

Upaya Penanggulangan Terjadinya Suap bergantung pada dua aspek
perbaikan lingkungan tersebut di atas, terutama yang pertama ilmu
pengetahuan dan teknologi sehubungan dengan perilaku akan
dikembangkan sampai suatu titik dimana perilaku menyimpang yang
utama dapat diawasi. Nilai yang sesungguhnya dari ilmu pengetahuan
tadi adalah apabila ia dapat mendesain suatu lingkungan di mana orang
dapat berkembang sedemikian rupa, sehingga tidak terjadi perilaku
menyimpang.
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BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Untuk mewujudkan cita-cita luhur yang berkaitan dengan manifestasi atas

kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia maka lahirlah suatu pedoman bagi

penyelenggaraan Negara yang bersih serta bebas dari sogok-menyogok, suap-

menyuap, serta korupsi, maka dirumuskan dalam Undang-Undang Nomor 28

Tahun 1999 yang memuat Asas-asas Kepastian Hukum, Tertib Penyelenggaraan

Negara, Kepentingan Umum, Keterbukaan, Proporsionalitas, Profesionalitas, dan

Akuntabilitas, yang dijabarkan dalam penjelasan Pasal 3 sebagai berikut:

ks

Asas Kepastian Hukum, yaitu asas dalam negara hukum yang mengutamakan
landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan keadilan dalam setiap
kebijakan penyelenggara Negara;

Asas Tertib Penyelenggaraan Negara, yaitu asas yang menjadi landasan
keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian
Penyelenggaraan Negara;

Asas Kepentingan Umum, yaitu asas yang mendahulukan kesejahteraan
umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif dan selektif;

Asas Keterbukaan, yaitu asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat
untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif
tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan
atas hak asasi pribadi, golongan dan rahasia negara;

Asas Proporsionalitas, yaitu asas yang mengutamakan keseimbangan antara
hak dan kewajiban Penyelenggara Negara;

Asas Profesionalitas, yaitu asas yang mengutamakan keahlian yang
berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang

berlaku; "



7. Asas Akuntabilitas, yaitu asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan
hasil akhir dari kegiatan Penyelenggara Negara harus dapat
dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang
kedaulatan tertinggi Negara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan
yang berlaku.

Bentuk-bentuk korupsi, terutama dalam lingkup suap merupakan penyakit
yang sangat akut bagi bangsa Indonesia, karena hampir di setiap lembaga
pelayanan publik suap sudah menjadi hal yang biasa. Akhirnya, sulit mendeteksi
korupsi sehingga pencegahannya makin sulit pula dilakukan. Tindak pidana
korupsi merupakan perbuatan yang bukan saja dapat merugikan keuangan negara,
tetapi juga dapat menimbulkan kerugian pada perekonomian rakyat. Muladi dan
Barda Nawawi Arief berpendapat bahwa, “tindak pidana korupsi merupakan
perbuatan yang sangat tercela, terkutuk dan sangat dibenci, tidak hanya oleh
masyarakat dan bangsa Indonesia, tetapi juga oleh masyarakat bangsa-bangsa di
dunia.”'

Pedoman mengenai Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas
sogok-menyogok, suap, atau korupsi ini menjadi penting dan sangat diperlukan
untuk menghindari praktek-praktek Kolusi, Korupsi dan Nepotisme yang jika
dibiarkan maka rakyat Indonesia akan berada dalam posisi yang sangat dirugikan.
Untuk lebih menjamin pelaksanaan pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi,
kolusi, dan nepotisme maka, dibentuknya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999
sebagaimana yang diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001
Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagai pengganti Undang-

Undang Nomor 3 Tahun 1971.

' Muladi dan Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Hukum Pidana, Alumni, Bandung,
1992. HIm.133




7. Korupsi dukungan (supportive corruption), type ini tidak langsung
menyangkut uang atau imbalan dalam bentuk lain. Tindakan-tindakan yang
dilakukan adalah untuk melindungi dan memperkuat korupsi yang sudah ada.

Perlu direnungkan apa yang dikatakan oleh Habib-ur-Rahman Khan
bahwa, dunia modern sepenuhnya menyadari akan problem yang akut ini. Orang
sibuk melakukan penelitian, seminar, konferensi, dan menulis buku-buku untuk
memahami masalah kejahatan dan sebab-sebabnya agar bisa mengendalikannya,
tetapi hasil dari semua usaha ini adalah sebaliknya; Kejahatan bergerak terus.’
Perkembangan tindak pidana korupsi di Indonesia masih tergolong tinggi,
sementara pemberantasannya masih sangat lamban, Romli Atmasasmita
menyatakan bahwa, Korupsi di Indonesia sudah merupakan virus flu yang
menyebar ke seluruh tubuh pemerintahan sejak tahun 1960-an langkah-langkah
pemberantasannya pun masih tersendat-sendat sampai sekarang.’

Dalam upaya mencegah terjadinya korupsi, mendeteksi perbuatan sogok-
menyogok, suap-menyuap atau korupsi yang terjadi, serta memproses perbuatan
korupsi yang telah dideteksi sesuai ketentuan hukum yang berlaku merupakan
upaya minimal yang perlu dilakukan dalam rangka pemberantasannya, sehingga
untuk menunjang semangat gerakan pemberantasan korupsi diperlukan langkah-
langkah pengembangan vyang diperlukan pada masing-masing instansi.
Pelaksanaan pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme
diharapkan akan tercapai dengan disusunnya Undang-Undang Nomor 20 Tahun

2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagai pengganti Undang-

* Barda Nawawi Arief, K. ebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan
Pidana Penjara, Badan Penerbit Undip, Semarang, 2000. Hlm.17

*Romli Atmasasmita, Sekitar Masalah Korupsi, Aspek Nasional dan Aspek
Internasional, Mandar Maju, Bandung, 2004. Him. |



Undang Nomor 31 Tahun 1999 schingga dapat mempercepat pertumbuhan
kesejahteraan rakyat, dengan sebuah penanggulangan terhadap sifat jahat yang
terkandung dalam korupsi karena jika dibiarkan maka rakyat Indonesia akan
berada dalam posisi yang sangat dirugikan.

Secara umum, salah satu upaya pencegahan terjadinya korupsi dapat
dilakukan dengan melakukan penataan sistem pengendalian manajemen dengan
menerapkan Asas-asas Kepastian Hukum, Tertib Penyelenggaraan Negara,
Kepentingan Umum, Keterbukaan, Proporsionalitas, Profesionalitas, dan
Akuntabilitas. Oleh karena korupsi sangat berkaitan dengan kekuasaan, maka
perbuatan Korupsi dapat menimbulkan akibat yang sangat merugikan rakyat.

Robert Klitgaard merinci beberapa hal akibat korupsi di antaranya:’

1. Suap menyebabkan dana untuk pembangunan rumah murah jatuh ke
tangan yang tidak berhak.

2. Komisi untuk para penanggung jawab pengadaan barang dan jasa bagi
pemerintah daerah berarti bahwa, kontrak jatuh ke tangan perusahaan yang
tidak memenubhi syarat.

3. Kepolisian sering kali karena telah disuap pura-pura tidak tahu bila ada
tindak pidana yang seharusnya diusutnya.

4. Pegawai pemerintah daerah menggunakan sarana masyarakat untuk
kepentingan pribadi.

5. Untuk mendapatkan surat izin dan lisensi, warga masyarakat harus memberi
uang pelicin kepada petugas bahkan kadang-kadang harus memberi suap
agar surat izin atau lisensi tersebut bisa terbit.

6. Dengan memberi suap, warga masyarakat bisa berbuat sekehendak hati,
melanggar peraturan keselamatan kerja, peraturan kesehatan, atau peraturan
lainnya sehingga menimbulkan bahaya bagi anggota masyarakat lainnya.

* Robert Klitgaard (alih bahasa oleh Masri Maris), Penuntun Pemberantasan Korupsi
Dalam Pemerintahan Daerah, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2005. Him.1-2



7. Layanan pemerintah daerah diberikan hanya bila warga telah membayar
sejumlah uvang tambahan di luar biaya yang resmi.

8. Keputusan mengenai peruntukan lahan dalam kota sering dipengaruhi
oleh korupsi.

9. Petugas pajak memeras warga, atau lebih bersekongkol dengan wajib
pajak, memberikan keringanan pajak pada wajib pajak dengan imbalan suap.

Kondisi ini tampaknya sangat sesuai dengan semangat pembentuk
undang-undang, yaitu melalui kebijakan legislatif dengan menetapkan Undang-
Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diperbaharui dengan
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi yang di dalamnya mencantumkan sifat melawan hukum secara materiel.
Hal ini sebagaimana dirumuskan sedemikian rupa sehingga meliputi perbuatan
sogok-menyogok, suap atau korupsi yang memperkaya diri sendiri atau orang
lain atau suatu korporasi secara melawan hukum dalam pengertian formil dan
materil. Dengan perumusan tersebut, pengertian melawan hukum dalam tindak
pidana korupsi dapat pula mencakup perbuatan-perbuatan tercela, seperti suap
yang menurut perasaan keadilan masyarakat harus dituntut.

Sejak dahulu kala, manusia sudah mengenal adanya kejahatan yang
disebabkan karena kondisi-kondisi dan proses-proses sosial yang sama, yang
menghasilkan perilaku-perilaku sosial lainnya sehingga kejahatan merupakan
masalah yang hangat dibicarakan orang, baik yang berhubungan dengan
kuantitas, maupun kualitas dari kejahatan itu. Kejahatan merupakan salah satu
bentuk “perilaku menyimpang” yang selalu ada melekat pada masyarakat, tidak
ada masyarakat yang bebas dari kejahatan. Kejahatan selalu menunjuk kepada

perbuatan manusia dan juga batasan-batasan atau pandangan masyarakat tentang



apa yang dibolehkan dan dilarang, apa yang baik dan buruk, yang semuanya itu
terdapat dalam undang-undang, kebiasaan, dan adat istiadat. Kejahatan bukan saja
normal, dalam arti tidak ada masyarakat tanpa kejahatan. Kejahatan merupakan
sesuatu yang diperlukan, sebab ciri masyarakat adalah dinamis, dan perbuatan
yang telah menggerakan masyarakat tersebut pada mulanya seringkali disebut
sebagai kejahatan. Yang pasti, kejahatan senantiasa saja muncul silih berganti
yang terjadi baik dalam instansi-instasi pemerintah, maupun dalam korporasi
perusahaan-perusahaan swasta yang tidak pernah hilang dari muka bumi.

Sebagai contoh, dalam kegiatan pengadaan barang/jasa, Instansi
Pemerintah (termasuk perencana, pelaksana dan pengawas), penyedia
barang/jasa, dan para pihak yang terkait dalam pelaksanaan pengadaan
barang/jasa harus mematuhi etika pengadaan barang/jasa, seperti tidak
menerima, tidak menawarkan atau tidak menjanjikan untuk memberi atau
menerima hadiah, imbalan berupa apa saja kepada siapapun yang diketahui atau
patut dapat diduga berkaitan dengan pengadaan barang/jasa tersebut.

Berdasarkan uraian Latar Belakang ini, maka penulis tertarik untuk
melakukan penelitian lebih lanjut yang akan dituangkan ke dalam bentuk Skripsi
dengan mengambil judul: PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PEMBERI
DAN PENERIMA SUAP SERTA UPAYA PENANGGULANGAN

TERJADINYA SUAP.




B. Permasalahan
Sehubungan dengan Latar Belakang di atas, maka dapat dirumuskan
permasalahan sebagai berikut:
1. Bagaimana pertanggungjawaban pidana bagi pemberi dan penerima suap?

2. Bagaimana upaya penanggulangan terjadinya suap?

C. Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian

Mengingat begitu banyak kebijakan yang telah dikeluarkan dalam
penanggulangan tindak pidana Korupsi, maka penilitian ini sebaiknya tidak
menyimpang dari pokok permasalahan sehingga perlu dibatasi dalam Ruang
Lingkup yang membahas tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam
pengertian formil dan materil sebagaimana dirumuskan sedemikian rupa terhadap
koruptor yang memperkaya diri sendiri, atau orang lain, atau suatu korporasi
secara melawan hukum, mencakup perbuatan-perbuatan tercela, seperti suap yang
menurut perasaan keadilan masyarakat harus dituntut. Sedangkan Tujuan
Penelitian, yaitu:

1. Untuk mengetahui bagaimana pertanggungjawaban pidana bagi pemberi
dan penerima suap.

2. Untuk mengetahui upaya penanggualangan perbuatan sogok-menyogok,
suap, atau korupsi yang terjadi, serta memproses sesuai ketentuan hukum
yang berlaku.

a. Untuk menambah dan memperluas wawasan, pengetahuan dan
kemampuan penulis dalam bidang Hukum Pidana, khususnya

menyangkut masalah Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagai



perbuatan yang memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu
korporasi secara melawan hukum dalam pengertian formil dan materil,
sebagaimana telah dirumuskan sedemikian rupa, mencakup perbuatan-
perbuatan tercela, seperti suap yang menurut perasaan keadilan
masyarakat Indonesia harus dituntut.

b. Untuk memenuhi tugas akhir sebagai syarat memperoleh gelar
Sarjana Hukum (S1) di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah

Palembang.

D. Metode Penelitian

Metode dapat diartikan sebagai suatu cara atau teknis yang dilakukan
dalam proses penelitian, dan sebagai upaya dalam bidang ilmu pengetahuan
untuk memperoleh fakta-fakta dan prinsip-prinsip dengan sabar, hati-hati, dan
sistematis untuk mewujudkan kebenaran.’ Jenis penelitian ini merupakan
penelitian hukum normatif, yaitu suatu penelitian hukum yang menggunakan data
Sekunder atau data Kepustakaan yang merupakan suatu prosedur penelitian
ilmiah. Sedangkan logika dalam penelitian hukum normatif, dibangun
berdasarkan disiplin ilmiah dan cara-cara kerja dari ilmu hukum normatif.’

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis yaitu, suatu penelitian yang
menggambarkan, menelaah, menjelaskan, dan menganalisis suatu peraturan

hukum.® Deskriptif analisis yang yaitu pendekatan terhadap norma-norma hukum

% Khudzaifah Dimyanti dan Kelik Wardiono, Metode Penelitian Hukum, UMS,
Surakarta, 2004. Him. 1

7 Jhony Ibrahim, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Banyumedia,
Surabaya, 2006. Him. 47

¥ Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, U Press, Jakarta, 1986. Him. 63
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yang berlaku mengenai kebijakan hukum pidana yang tertuang dalam Undang-
Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan mengidentifikasi kondisi-
kondisi sosial yang ada yang berkaitan dengan implementasi Undang-Undang

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.”

Data yang diperlukan dalam penelitian ini akan dikumpulkan melalui cara,
yaitu studi Kepustakaan. Dalam penelitian ini dilaksanakan beberapa metode,
yaitu:

1. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian adalah pendekatan
Yuridis Normatif yang dilakukan dengan menekankan dan berpegang
pada segi-segi yuridis. Pendekatan Yuridis Normatif digunakan untuk
manganalisis berbagai peraturan perundang-undangan guna memperoleh
Data Sekunder di bidang hukum untuk mengungkap permasalahan yang
diteliti dengan berpegang teguh pada ketentuan normatif.

2. Metode Pengumpulan Data digunakan untuk mencapai tujuan penelitian
yang berupa studi pustaka, yaitu mempelajari buku-buku atau literatur dan
bacaan referensi, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan
dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Data penelitian yang digunakan

terdiri dari:'’

? Johnny Ibrahim, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum, Surabaya, 2005. Him.315
' Jhoni Ibrahim, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Banyumedia,
Surabaya, 2006. Him. 162
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a. Bahan Hukum Primer, yakni berbagai perangkat hukum atau
peraturan perundang-undangan; Undang-Undang Nomor 20 Tahun
2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

b. Bahan Hukum Sekunder, berupa Undang-Undang, Peraturan
Pemerintah, Keputusan Presiden, Keputusan Pengadilan, serta
Bahan Kepustakaan yang kesemuanya sebagai data sekunder."’

c¢. Bahan Hukum Tersier, merupakan bahan yang memberikan
petunjuk maupun penjelasan terhadap Bahan Hukum Primer dan
Sekunder, seperti kamus, ensiklopedia, dalam hal ini penulis

menggunakan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)."?

E. Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi disusun secara sistematika ke dalam 4 (empat) bab
sebagai berikut:

Bab 1 Pendahuluan
Bab Pendahuluan menguraikan Latar Belakang pemilihan judul, Permasalahan,
Ruang Lingkup dan Tujuan, Metode Penelitian, serta Sistematika Penulisan.

Bab II Tinjauan Pustaka
Bab Tinjauan Pustaka yang berisikan gambaran umum tentang teori-teori yang
berkaitan dengan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, khususnya mengenai
Pertanggungjawaban Pidana terhadap Pemberi dan Penerima Suap, serta Upaya

Penanggulangan terjadinya Korupsi.

X Soeryono Soekamto, Pengantar Penelitian Hukum, Penerbit Universitas Indonesia,
Jakarta, 1986. Him. 151-152

" Amiruddin dan Zainal Asikin, Pengantar Metoda Penelitian Hukum, PT. Raja Grafindo
Persada, Jakarta, 2003. Hlm. 31-32
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Bab 11l Pembahasan
Bab yang menguraiankan tentang hasil penelitian dan pembahasan, berisikan,
pertanggungjawaban pidana pemberi dan penerima suap, serta upaya
penanggulangan terjadinya Korupsi.

Bab IV Penutup
Bab yang berisi Kesimpulan dan Saran dari hasil penelitian yang dipaparkan pada

bab-bab sebelumnya.



BAB 11

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Tindak Pidana

Menurut Subekti dan Tjitrosoedibio dalam buku Kamus Hukum,” pidana
adalah “hukuman,” sedangkan Tindak Pidana adalah perbuatan atau tindakan
melawan hukum yang berlaku, baik itu pelanggaran atau ketentuan peraturan
perundang-undangan sehingga tindak pidana perlu diatur dengan suatu norma
hukum yang berupa sanksi agar dipatuhi dan ditaati.

Pengertian Tindak Pidana menurut beberapa pakar Illmu Hukum adalah
sebagai berikut:

I. Simons,'"” Tindak Pidana adalah perbuatan salah dan melawan hukum
yang diancam pidana dan dilakukan oleh seseorang yang mampu

bertanggung jawab atas suatu peristiwa pidana.

[

Van Hamel,'' Tindak Pidana merupakan suatu kelakuan manusia yang
oleh undang-undang ditentukan sebagai kelakuan yang melawan hukum
dan dapat dipersalahkan.

3. Sudarto,'” Tindak pidana adalah pelanggaran norma yang berlaku dalam
masyarakat menimbulkan perasaan tidak senang yang dinyatakan dalam

pemberian sanksi.

’ Subekti dan Tjitrosoedibio, Kamus Hukum, Pradnya Paramita, Jakarta, 1980. Him.83

' Mustofa Abdulah-Ruben Ahmad, Intisari Hukum Pidana. Ghalia Indah, Jakarta, 1983. HIm.26
" Sudarto, Hukum Pidana 1, 1990, Yayasan Sudarto, 1990. Him.41

' Sudarto, Ibid. Him.38

13
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4. Mm:ljatlm,I3 Tindak pidana adalah perbuatan yang oleh aturan hukum
pidana dilarang dan diancam dengan pidana dan barang siapa yang

melanggar larangan tersebut.

Pengertian Tindak Pidana itu sendiri adalah perbuatan atau tindakan
melawan hukum yang berlaku, baik itu pelanggaran atau ketentuan peraturan
perundang-undangan sehingga tindak pidana perlu diatur dengan suatu norma

hukum yang berupa sanksi agar dipatuhi dan ditaati.'

Tindak Pidana mempunyai 2 (dua) sifat, yaitu:

1. Formil.
Tindak pidana ini yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh
undang-undang adalah melakukan perbuatan (dengan selesainya perbuatan
itu, tindak pidana terlaksana).

2. Materil.
Dalam jenis tindak pidana yang dilarang dan diancam dengan hukuman
oleh undang-undang adalah timbulnya suatu akibat (dengan timbulnya
suatu akibat, maka tindak pidana terlaksana)."’

Masalah tindak pidana merupakan masalah kemanusiaan dan masalah
sosial yang senantiasa dihadapi oleh setiap bentuk masyarakat. dimana ada
masyarakat, di situ ada tindak pidana. Tindak pidana selalu bertalian erat dengan
nilai, struktur, dan masyarakat itu sendiri, sehingga apapun upaya manusia untuk
menghapuskannya, tindak pidana tidak mungkin tuntas karena tindak pidana
memang tidak mungkin terhapus melainkan hanya dapat dikurangi atau

diminimalisir intensitasnya karena manusia cenderung memiliki kepentingan

"* Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana 1, Yayasan Sudarto,1980. Him. |

" Moeljatno, Azas-Azas Hukum Pidana, Bina Akasara, Jakarta 1985. Him.54

" H.A.K. Moch Anwar, Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku I1), PT. Citra
Aditya Bakti, Bandung, 1989



yang berbeda antara yang satu dengan yang lain. Berangkat dari perbedaan
kepentingan tersebut, maka muncul berbagai pertentangan yang bersifat prinsipil
karena masalah kemanusiaan dan masalah sosial yang senantiasa dihadapi oleh
setiap bentuk masyarakat. Hal ini disebabkan karena tidak semua kebutuhan
manusia dapat dipenuhi secara sempurna karena kebutuhan-kebutuhan itu selalu
terkait dengan nilai, struktur, dan masyarakat itu sendiri.

Menurut Moeljatno,'®

untuk menjelaskan bahwa, tindak pidana sama
sekali tidak dapat dihapuskan dalam masyarakat, melainkan hanya dapat
digunakan istilah, “untuk menghapuskan tindak pidana sampai pada batas-batas
toleransi.” Kenyataan bahwa, dunia modern sepenuhnya menyadari akan problem
yang akut ini, dimana orang sibuk melakukan penelitian, seminar, konferensi, dan
menulis buku-buku untuk memahami masalah kejahatan dan sebab-sebabnya agar
bisa mengendalikannya, tetapi hasil dari semua usaha ini adalah sebaliknya, yaitu
kejahatan terus berlangsung.

Kejahatan merupakan salah satu bentuk “perilaku menyimpang” yang
selalu ada melekat pada masyarakat, tidak ada masyarakat yang bebas dari
kejahatan. Kejahatan selalu menunjuk kepada perbuatan manusia dan juga
batasan-batasan atau pandangan masyarakat tentang apa yang dibolehkan dan
dilarang, apa yang baik dan buruk, yang semuanya itu terdapat dalam undang-
undang, kebiasaan, dan adat istiadat. Kejahatan bukan saja normal, dalam arti

tidak ada masyarakat tanpa kejahatan. Kejahatan merupakan sesuatu yang

diperlukan, sebab ciri masyarakat adalah dinamis, dan perbuatan yang telah

'® Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta, 2002
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menggerakan masyarakat tersebut pada mulanya seringkali disebut sebagai
kejahatan.

Manusia sejak dahulu kala sudah mengenal adanya kejahatan, paling tidak
sudah membicarakan tentang suatu kejahatan yang terjadi. Dalam Muladi dan
Barda Nawawi Arief mengunkapkan pendapatnya bahwa, “Kejahatan
disebabkan karena kondisi-kondisi dan proses-proses sosial yang sama, yang
menghasilkan perilaku-perilaku sosial lainnya.”'’ Akan tetapi kejahatan masih
tetap merupakan masalah yang hangat dibicarakan orang, baik yang
berhubungan dengan kuantitas, maupun kualitas dari kejahatan itu. Yang pasti,
kejahatan senantiasa saja muncul silih berganti dan tidak pernah hilang dari muka
bumi.

Dalam mendefinisikan kejahatan, ada beberapa pandangan mengenai
perbuatan apakah yang dapat dikatakan sebagai kejahatan. Definisi kejahatan
dalam pengertian yuridis tidak sama dengan pengertian kejahatan dalam
kriminologi yang dipandang secara sosiologis. Secara yuridis, kejahatan dapat
didefinisikan sebagai suatu tindakan yang melanggar undang-undang atau
ketentuan yang berlaku dan diakui secara legal. Secara kriminologi yang berbasis
sosiologis, kejahatan merupakan suatu pola tingkah laku yang merugikan
masyarakat dan suatu pola tingkah laku yang mendapatkan reaksi sosial dari
masyarakat.

Menurut Wikipedia Bahasa Indonesia, Ensiklopedia Bebas, kriminalitas

(berasal dari kata crime atau kejahatan) atau tindak kriminal adalah segala

' Muladi dan Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Hukum Pidana, Alumni, Bandung,
1992
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sesuatu yang melanggar hukum atau sebuah tindak kejahatan. Kriminal yaitu
pelaku kejahatan. Pelaku tindak kriminal yang dinyatakan bersalah oleh
pengadilan dan harus menjalani hukuman disebut sebagai terpidana atau
narapidana.

Masalah pokok dalam Hukum Pidana yang sering menjadi perdebatan
para ahli hukum adalah masalah Pidana, di samping masalah pokok yang lain,
yaitu masalah Tindak Pidana, dan masalah Kesalahan. Ketiga masalah pokok
tersebut, masing-masing mempunyai persoalannya sendiri, dimana satu sama lain
berkaitan erat dengan persoalan dasar manusia, yakni hak-hak asasi manusia.'®
Sudarto menyatakan bahwa, hal yang sangat penting dalam Hukum Pidana
adalah syarat-syarat untuk memungkinkan penjatuhan pidana. Dapat dikatakan
bahwa, dalam hukum pidana ada tiga pokok persoalan; Pertama, tentang
Perbuatan yang dilarang. Kedua, tentang Orang yang melanggar larangan itu.
Ketiga, tentang Pidana yang diancam kepada si pelanggar.'’

Sejak tanggal 1 Januari 1946, berdasarkan Koninjklijk Besluit tanggal 15
Oktober 1915 No. 33, Staatsblad tahun 1915 Nomor 732 jo Staatsblad tahun
1917 Nomor 497 dan Nomor 645, Wethoek van Strafrechts voor Nederland Indie
mulai berlaku di Indonesia. Selanjutnya, berdasarkan Pasal VI Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 1946, namanya diubah menjadi Kitab Undang-Undang Hukum
Pidana (KUHP). Hukum Pidana di Indonesia hanya mengenal dua jenis pidana,

yaitu Pidana Pokok dan Pidana Tambahan.

** Muladi, Lembaga Pidana Bersyarat, Alumni, Bandung, 1985. Him.16
¥ Sudarto, Ibid. HIm.43
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Dalam Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dikenal 2
(dua) jenis pidana, yaitu Pidana Pokok dan Pidana Tambahan.
1. Pidana Pokok, terdiri dari:

Pidana Mati;

Pidana Penjara;

Pidana Kurungan;

Pidana Denda (oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1946
ditambah dengan Pidana Tutupan).

e op

2. Pidana Tambahan, terdiri dari:

a. Pencabutan hak-hak tertentu,
b. Perampasan barang-barang tertentu, dan Pengumuman putusan
Hakim.

Tindak Pidana Korupsi yang di dalamnya mencantumkan sifat melawan
hukum secara materiel sebagaimana dirumuskan yang meliputi perbuatan sogok-
menyogok, suap atau korupsi yang memperkaya diri sendiri atau orang lain atau
suatu korporasi secara melawan hukum dalam pengertian formil dan materil. Suap
merupakan tindak pidana yang menggurita hampir di setiap lembaga pelayanan
masyarakat dan sulit terdeteksi oleh aparat penegak hukum yang bertugas
memberantas rantai kejahatan, terutama di instansi-instansi pemerintah.

Dengan perumusan tersebut, pengertian melawan hukum dalam tindak
pidana korupsi selain merupakan prilaku menyimpang yang bertentangan dengan
hukum dapat pula dianggap sebagai tindak kenjahatan mencakup perbuatan-
perbuatan tercela yang melibatkan pemberi dan penerima suap, dan jika dibiarkan
maka rakyat Indonesia akan berada dalam posisi yang sangat dirugikan. Demi

keadilan, pihak-pihak yang terlibat, yaitu Pemberi dan Penerima Suap harus

dituntut.




19

B. Pengertian Suap atau Korupsi

Suap atau Korupsi yang di dalamnya terdapat sifat melawan hukum
secara materil yang meliputi perbuatan sogok-menyogok, suap atau korupsi
untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi secara
melawan hukum, mencakup perbuatan-perbuatan tidak terpuji yang menurut
perasaan keadilan masyarakat harus ditindak. Suap atau Korupsi adalah tindak
pidana yang sangat tercela dan terkutuk karena selain dapat merugikan keuangan
negara, tetapi juga dapat menimbulkan kerugian pada perekonomian rakyat.
Pelaku tindak pidana Korupsi sangat dibenci, tidak hanya oleh masyarakat dan
bangsa Indonesia, tetapi juga oleh masyarakat bangsa-bangsa di dunia.””

Perkembangan tindak pidana Korupsi di Indonesia sudah tergolong tinggi,
sementara pemberantasannya masih sangat lamban. Bentuk-bentuk Korupsi,
terutama dalam lingkup Suap merupakan penyakit yang sangat akut bagi bangsa
Indonesia yang hampir di setiap lembaga pelayanan publik suap sudah menjadi
hal yang biasa dan sulit dideteksi sehingga pencegahannya pun makin sulit pula
dilakukan. Suap atau Korupsi sangat berkaitan dengan kekuasaan. Contoh:
Dalam Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa; Instansi Pemerintah, Penyedia
Barang/Jasa, dan para pihak yang terkait dalam pelaksanaan pengadaan
barang/jasa seharusnya mematuhi Etika Pengadaan Barang/Jasa, seperti tidak
menerima, tidak menawarkan atau tidak menjanjikan untuk memberi atau
menerima hadiah, imbalan berupa apa saja kepada siapapun yang diketahui atau

patut dapat diduga berkaitan dengan pengadaan barang/jasa tersebut.

** Muladi dan Barda Nawawi Arief, Ibid, Hlm. 133
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Oleh karena Suap atau Korupsi sangat berkaitan dengan kekuasaan, maka
perbuatannya dapat menimbulkan akibat yang sangat merugikan rakyat, seperti
suap menyebabkan dana untuk pembangunan rumah murah jatuh ke tangan
yang tidak berhak, komisi untuk para penanggung jawab pengadaan barang dan
jasa bagi pemerintah daerah jatuh ke tangan perusahaan yang tidak memenuhi
syarat, pegawai pemerintah daerah menggunakan sarana masyarakat untuk
kepentingan pribadi, layanan pemerintah daerah diberikan hanya bila warga telah
membayar sejumlah uang tambahan di luar biaya yang resmi,

Dengan memberi Suap, warga masyarakat bisa berbuat sekehendak hati,
melanggar peraturan keselamatan kerja, peraturan kesehatan, atau peraturan
lainnya sehingga menimbulkan bahaya bagi anggota masyarakat lainnya. Untuk
mendapatkan surat izin dan lisensi, warga masyarakat harus memberi uang
pelicin kepada petugas bahkan kadang-kadang harus memberi Suap agar surat
izin atau lisensi tersebut bisa terbit. Petugas pajak memeras warga, atau lebih
bersekongkol dengan wajib pajak, memberikan keringanan pajak pada wajib
pajak dengan imbalan Suap. Bahkan, Kepolisian sering kali karena telah disuap
pura-pura tidak tahu bila ada tindak pidana yang seharusnya diusutnya.

Menurut Nyoman Serikat Putra Jaya,’' terdapat 7 (tujuh) tipologi dari
Bentuk-bentuk Korupsi, yaitu:

1. Korupsi Transaktif,
2. Korupsi yang Memeras,

3. Korupsi Investif,

*' Nyoman Serikat Putra Jaya, Op. Cit, Him.14-15



21

4. Korupsi Perkerabatan,
5. Korupsi Defensif,
6. Korupsi Otogenik, dan

7. Korupsi Dukungan.

Perbuatan-perbuatan tersebut merupakan suatu kejahatan, atau dengan
istilah lain, *tindak kriminal.” Sanksi Pidana merupakan alat atau sarana
terbaik yang tersedia, yang kita miliki untuk menghadapi berbagai tindak
kriminal atau bahaya besar dari ancaman tindak pidana Korupsi.

Untuk lebih menjamin pelaksanaan pemerintahan yang bersih dan bebas
korupsi, kolusi, dan nepotisme maka, dibentuk Undang-Undang Nomor 20 Tahun
2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagai pengganti Undang-
Undang Nomor 31 Tahun 1999. Lahinya undang-undang ini diharapkan dapat
mempercepat pertumbuhan kesejahteraan rakyat, dengan sebuah penanggulangan
terhadap sifat jahat yang terkandung dalam korupsi. Pedoman mengenai
Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas sogok-menyogok, suap, atau
korupsi ini menjadi penting dan sangat diperlukan untuk menghindari praktek-
praktek Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (KKN) yang jika dibiarkan maka rakyat
Indonesia akan berada dalam posisi yang sangat dirugikan.

Sebagaimana dirumuskan sedemikian rupa, Korupsi yang di dalamnya
terdapat sifat melawan hukum secara materil. Dengan perumusan tersebut,
perbuatan sogok-menyogok, suap atau korupsi untuk memperkaya diri sendiri
atau orang lain atau suatu korporasi secara melawan hukum yang menurut

perasaan keadilan masyarakat harus dituntut karena tindak pidana Korupsi selain
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dapat merugikan keuangan negara, tetapi juga dapat menimbulkan kerugian pada
perekonomian rakyat. Demi keadilan masyarakat, pelaku tindak pidana korupsi
yang melibatkan Pemberi dan Penerima Suap harus dituntut. Untuk
menanggulangi tindak kriminal tersebut, maka sangat diperlukan Sanksi Pidana
sebab kita tidak dapat hidup sekarang maupun di masa yang akan datang tanpa

pidana.

C. Sanksi Pidana Terhadap Pemberi dan Penerima Suap

Dampak dari tindak pidana Korupsi, seperti tindak kejahatan yang
dilakukan oleh Pemberi dan Penerima Suap dapat merugikan masyarakat, baik
material maupun non-material, serta dapat merugikan Negara. Namun, selama
kesalahan seorang kriminal belum ditetapkan oleh keputusan Hakim, maka orang
ini disebut Terdakwa sebab seseorang tetap tidak bersalah sebelum kesalahannya
terbukti. Hal ini merupakan asas dasar dari sebuah negara hukum. Kebijakan
kriminal yang tidak dapat lepas dari masalah nilai, terlebih negara Indonesia yang
berdasarkan Pancasila, maka ketika sanksi pidana akan digunakan sebagai sarana
untuk tujuan membentuk manusia Indonesia seutuhnya, pendekatan humanistic
yang tentu diterapkan sering membuat masyarakat kecewa karena sering terjadi
sanksi pidana ringan yang dijatuhkan terhadap para koruptor tersebut.

Banyak orang yang membicarakan mengenai hukuman penjara dan denda
bagi tindak pidana Suap atau Korupsi yang tidak sewajarnya, atau menurut
masyarakat terlalu ringan, tidak sesuai dengan kejahatan yang dilakukan. Jenis
tindak pidana Korupsi ini merupakan jenis tindak pidana yang terjadi hampir

dalam setiap daerah di Indonesia yang perlu mendapat perhatian khusus, dan
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diatur ke dalam perangkat hukum tentang pemberian sanksi pidana berat terhadap
pelaku tindak pidana Korupsi ini, yaitu demi menjamin pelaksanaan pemerintahan
yvang bersih dan bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme, maka perlu dijatuhkan
sanksi pidana berat terhadap pemberi dan penerima suap atau pelaku Korupsi.

Dalam KUHP Indonesia, sebagai pidana pokoknya mencantumkan pidana
mati dalam urutan pertama. Pidana mati di indonesia merupakan warisan kolonial
Belanda yang sampai saat ini masih tetap ada. Praktik pidana mati masih
diberlakukan di Indonesia walaupun negara Belanda telah menghapus pidana mati
sejak tahun 1870, kecuali untuk kejahatan militer. Kemudian, pada tanggal 17
Februari 1983, pidana mati dihapuskan untuk semua kejahatan. Tidak demikian
halnya di Indonesia, Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP),
Pidana Pokok terdiri dari, Pidana Mati, Pidana Penjara, Pidana Kurungan, serta
Pidana Denda. Sedangkan Pidana Tambahan, terdiri dari Pencabutan Hak-hak
Tertentu dan Perampasan Barang-barang Tertentu. Jenis-jenis pidana dalam
Pasal 10 KUHP ini telah dirumuskan oleh pembentuk undang-undang dengan
disesuaikan pada kondisi yang berkembang.

Secara umum, pelaku tindak pidana selalu dijatuhkan salah satu jenis
pidana pokok, yakni pidana penjara, sesuai dengan yang diancam terhadap tindak
pidana yang dianggap terbukti, sedangkan terhadap lamanya masa hukuman yang
dijatuhkan tergantung penilaian Hakim dalam persidangan. Sanksi pidana yang
dijatuhkan pada pelaku tindak pidana adalah berdasarkan fakta-fakta yang
terungkap di persidangan, maupun terhadap hal-hal yang memberatkan ataupun

yang meringankan atas perbuatan terdakwa tersebut. Penjatuhan salah satu jenis
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pidana pokok ini adalah merupakan suatu keharusan, artinya impertif, sedangkan
penjatuhan jenis pidana tambahan bersifat fakultatif, bukan merupakan suatu
keharusan. Jadi dalam putusan persidangan, Hakim boleh tidak menjatuhkan
pidana tambahan. Bahwa, “..mengenai keputusan apakah perlu atau tidaknya
dijatuhkan suatu pidana tambahan, selain dari menjatuhkan suatu tindak pidana
pokok kepada seorang terdakwa, hal ini sepenuhnya diserahkan kepada
pertimbangan Hakim berdasarkan pada fakta-fakta yang terungkap, maupun
terhadap hal-hal yang memberatkan di persidangan.™
Sebenarnya, terhadap pelaku tindak pidana Suap atau Korupsi, Pemberi
dan Penerima Suap selalu dijatuhkan salah satu jenis pidana pokok, yakni pidana
penjara sesuai dengan yang diancam terhadap tindak pidana yang dianggap
terbukti, sedangkan lamanya masa hukuman yang dijatuhkan tergantung penilaian
Hakim berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, maupun terhadap
hal-hal yang memberatkan atau pun yang meringankan atas perbuatan terdakwa.
Dalam Hukum Pidana, ada 3 (tiga) pokok persoalan, yaitu:
1. Tentang perbuatan yang dilarang;
2. Tentang orang yang melanggar larangan itu, dan

3. Tentang pidana yang diancam kepada si pelanggar.

Penggunaan Sanksi Pidana untuk menanggulangi tindak pidana adalah,
bahwa sanksi pidana sangat diperlukan sebab kita tidak dapat hidup sekarang
maupun di masa yang akan datang tanpa pidana, dan bahwa sanksi pidana

merupakan alat atau sarana terbaik yang tersedia, yang kita miliki untuk

* Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta, 2002
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menghadapi berbagai tindak pidana atau bahaya besar, serta untuk menghadapi
ancaman-ancaman dari bahaya tersebut.

Ketaatan dan kepatuhan terhadap hukum ada di tangan semua warga
negara Indonesia, termasuk aparat penegak hukum. Soerjono Soekanto
menginformasikan bahwa, “Hukum memang telah diadakan sedemikian rupa

untuk mengatur kehidupan manusia.”>

Namun demikian, pelanggaran-
pelanggaran yang dilakukan oleh anggota masyarakat masih saja terjadi disana-
sini. Aparat penegak hukum pun tidak pernah berhenti menangani perkara Suap
atau Korupsi.

Untuk mewujudkan cita-cita luhur yang berkaitan dengan manifestasi atas
kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia maka lahirlah suatu pedoman bagi
penyelenggaraan Negara yang bersih serta bebas dari sogok-menyogok, suap-
menyuap, serta korupsi, maka dirumuskan dalam Undang-Undang Nomor 28
Tahun 1999 yang memuat Asas-asas Kepastian Hukum, Tertib Penyelenggaraan
Negara, Kepentingan Umum, Keterbukaan, Proporsionalitas, Profesionalitas, dan
Akuntabilitas.

Hukum telah dirumuskan sedemikian rupa untuk mengatur kehidupan
manusia. Namun demikian, pelanggaran-pelanggaran masih saja terjadi disana-
sini. Aparat penegak hukum pun tidak pernah berhenti menangani perkara
Pemberi dan Penerima Suap. Dalam perbincangan teoritis mengenai pemidanaan,
terdapat dua pandangan konseptual yang masing-masing mempunyai implikasi

moral yang berbeda antara satu sama lain, yaitu pandangan retributif (retributive

¥ Soerjono Soekanto, Sosiologi Suatu Pengantar, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta,
1990. HIm.316
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view), dan pandangan utilitarian (wtilitarian view), yaitu pandangan yang
menyatakan bahwa, pidana mempunyai tujuan positif lebih lanjut (reological
theories).

Hukum Perlindungan Masyarakat (Law of Social Defence) yang
mensyaratkan penghapusan pertanggungjawaban pidana (kesalahan) harus
menggantikan hukum pidana yang ada, diganti dengan pandangan tentang
perbuatan anti sosial, tujuannya adalah mengintegrasikan individu ke dalam tertib
sosial, bukan pemidanaan terhadap perbuatannya. Sementara Konsepsi Moderat
dengan gerakan defence sociale nouvelle (New Social Devence) atau
Perlindungan Masyarakat Baru, ingin mengintegrasikan konsepsi perlindungan
masyarakat ke dalam konsepsi baru hukum pidana.”*

Pandangan indeterminisme atau kebebasan kehendak dianggap terlalu
berat, merusak semangat kemanusiaan yang berkembang saat ini. Untuk itu,
dirumuskan pidana minimum dan maksimum, serta mengakui apa yang
dinamakan asas-asas tentang keadaan yang meringankan (principle of
extenuating circumstances) yang mempertimbangkan kebutuhan adanya
pembinaan individual pelaku tindak pidana. Sistem pidana yang dirumuskan
secara pasti (definite sentence) ditinggalkan dan diganti dengan sistem indefinite
sentence. Seperti yang telah kita ketahui bahwa, dalam perbincangan teoritis
mengenai pemidanaan terlibat dua pandangan konseptual yang masing-masing
mempunyai implikasi moral yang berbeda, yaitu pandangan menyatakan bahwa,

pidana mempunyai tujuan positif lebih lanjut (teological theories). Pandangan

 Ibid, Moeljatno, Hlm. 65
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retributif mengandaikan, “pidana” sebagai ganjaran negatif terhadap setiap
perilaku menyimpang yang dilakukan oleh masyarakat yang beranggapan bahwa,
setiap orang bertanggungjawab atas pilihan-pilihan moralnya masing-masing.
Sehingga pandangan retributif memusatkan argumennya pada tindakan-tindakan
pidana yang sudah dilakukan. Pidana menjadi retribusi yang adil bagi kerugian
yang sudah diakibatkan. Demi alasan itu, pidana dibenarkan secara moral
sehingga alasan rasional dilakukan pemindanaan terletak pada asumsi dasarnya
bahwa, pidana itu merupakan imbalan negatif terhadap tanggung jawab akan
kesalahan. Karena orientasinya yang ke belakang inilah, maka pandangan
retributive dikatakan bersifat backward looking dan pemindanaannya cenderung
bersifat korektif dan represif.

Sementara pandangan utilitian melihat pidana itu dari segi manfaat atau
kegunaannya. Dalam perspektif utilitarian, yang dilihat justru adalah situasi atau
keadaan yang ingin dihasilkan dengan dijatuhkannya pidana itu. Menurut
pandangan ini, pemidanaan harus mempunyai sifat prevensi, baik prevensi umum
maupun prevensi khusus, pidana yang dijatuhkan dimaksudkan untuk
memperbaiki sikap dan perilaku pelaku tindak pidana agar tidak mengulang
perbuatannya (prevensi khusus), dan juga untuk mencegah orang lain dari
kemungkinan melakukan perbuatan hal serupa (prevensi umum). Pandangan
utilitarian ini dianggap berorientasi ke depan (forward looking).

Selain dua pandangan tersebut, timbul juga pandangan integratif di dalam
tujuan pemidanaan yang beranggapan bahwa, pemidanaan mempunyai tujuan

yang plural, yang merupakan gabungan antara pendangan utilitarian yang
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menyatakan bahwa, tujuan pemindanaan harus menimbulkan konsekuensi
bermanfaat yang dapat dibuktikan, keadilan tidak boleh diperoleh melalui
pembebanan penderitaan yang patut diterima untuk tujuan penderitaan itu sendiri,
dan pandangan retributive yang menyatakan bahwa, keadilan dapat tercapai
apabila tujuan yang teleological tersebut dilakukan dengan menggunakan ukuran-
ukuran berdasarkan prinsip keadilan, misal bahwa, penderitaan pidana Suap atau
Korupsi patut mendapat ganjaran yang selayaknya diperoleh pelaku Pemberi
dan Penerima Suap. Untuk mewujudkan cita-cita luhur sebagai manifestasi atas
kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia, maka pedoman penyelenggaraan Negara
yang bersih serta bebas dari suap atau korupsi, maka hukum telah dirumuskan
sedemikian rupa untuk mengatur kehidupan manusia. Penegak hukum pun tidak
pernah berhenti menangani pelanggaran-pelanggaran yang masih saja terjadi di
sana-sini, seperti perkara Pemberi dan Penerima Suap.

Konsepsi yang dikemukakan oleh gerakan perlindungan masyarakat baru
ini adalah:

a. Perlindungan Individu dan Masyarakat tergantung pada perumusan yang
tepat mengenai hukum pidana. Sistem Hukum, Tindak Pidana, Penilaian
Hakim terhadap Pelaku, serta Pidana merupakan institusi yang harus
tetap dipertahankan, namun tidak digunakan dengan fiksi-fiksi dan
teknik-teknik yuridis yang terlepas dari kenyataan sosial.

b. Tindak pidana merupakan masalah kemanusiaan, dan masalah sosial (a
human and social problem) yang tidak dapat begitu saja dipaksakan
dimasukan ke dalam perundangan.

c. Kebijakan pidana bertolak pada konsepsi pertanggungjawaban yang
bersifat pribadi (individual responsibility) yang menjadi kekuatan
penggerak utama dan proses penyesuaian sosial. Pertanggungjawaban
pribadi ini menekankan pada kewajiban moral ke arah timbulnya
moralitas sosial.
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~ Pemidanaan dalam Hukum Pidana yang telah dikemukakan dalam
berbagai pandangan yang melandasinya berorientasi pada perbuatan yang
dilakukan, yaitu menghendaki pidana yang dijatuhkan adalah seimbang dengan
perbuatan si pelaku. Secara ekstrim dapat dikatakan bahwa, dalam pemberian
pidana, orientasi pemidanaan tidak membatasi kebebasan Hakim untuk
menetapkan jenis dan ukuran pemidanaan, sesuai dengan yang ada di dalam
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi. Sanksi Pidana terhadap Pemberi dan Penerima Suap adalah untuk
menjamin pelaksanaan pemerintahan yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi, dan
Nepotisme.

Dengan adanya hukum yang mengatur tentang perbuatan vang dilarang
oleh undang-undang beserta ancaman hukuman yang dijatuhkan, baik itu
pelanggaran, atau ketentuan peraturan perundang-undangan, maka tindak pidana
perlu diatur dengan suatu norma hukum yang berupa sanksi agar dipatuhi dan

ditaati sebagai hukum yang berlaku.

D. Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam pengertian formil dan
materil sebagaimana dirumuskan sedemikian rupa terhadap koruptor yang
memperkaya diri sendiri, atau orang lain, atau suatu korporasi secara melawan
hukum, mencakup perbuatan-perbuatan tercela, seperti suap yang menurut
perasaan keadilan masyarakat harus dituntut. Konsep umum mengenai kejahatan

ialah, segenap tingkah laku yang asosial, immoril dan berdosa. Sedang menurut
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hukum, seperti telah diuraikan, kriminalitas adalah bentuk tingkah laku yang
dilarang oleh undang-undang dengan sanksi-sanksi hukuman tertentu.

Indonesia merupakan negara Hukum yang berdasarkan Pancasila dan
Undang-Undang Dasar 1945 yang benar-benar menjunjung tinggi hak asasi
manusia, serta menjamin warga negara bersama kedudukannya dalam hukum dan
pemerintahan yang tidak ada kecualinya, melahirkan peraturan perundang-
undangan yang mengatur tentang berbagai aturan hukum dalam segala aspek yang
tentunya sesuai dengan perkembangan jaman dan kebutuhan masyarakat akan
aturan hukum guna mencapai suatu kehidupan yang aman, tenteram dan damai.”

Dewasa ini, Korupsi telah benar-benar menggurita dalam instansi-instansi
pemerintah di Indonesia, banyak kerugian yang timbul dari tindakan kriminalisme
jenis ini. Selain telah merugikan masyarakat baik material maupun non-material,
dampak lebih jauh telah merugikan Negara, serta dapat menggangu stabilitas
keamanan masyarakat. Hal utama yang disorot masyarakat adalah pelaku yang
berlindung pada asas dimana selama kesalahan seorang kriminal belum ditetapkan
oleh keputusan Hakim, maka orang ini tetap tidak bersalah sebelum kesalahannya
terbukti. Hal ini merupakan asas dasar dari sebuah negara hukum. Romli
Atmasasmita menyatakan bahwa, Korupsi di Indonesia sudah merupakan virus
flu yang menyebar ke seluruh tubuh pemerintahan sejak tahun 1960-an. Langkah-
langkah pemberantasannya pun masih tersendat-sendat sampai sekarang.”®

Banyak dampak negatif yang diakibatkan oleh tindak pidana Korupsi

sehingga kejahatan Korupsi tidak dapat dibiarkan tumbuh dan berkembang dalam

- Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 ayat 3 Tahun 2004
® Romli Atmasasmita, Sekitar Masalah Korupsi, Aspek Nasional dan Aspek
Internasional, Mandar Maju, Bandung, 2004. Him.1
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kehidupan masyarakat karena dapat merugikan bangsa Indonesia secara
keseluruhan yang akan menimbulkan gangguan dan kerusakan pada ketertiban
sosial yang akan merugikan Negara.

Kondisi ini tampaknya sangat sesuai dengan semangat pembentuk undang-
undang, yaitu melalui kebijakan legislatif dengan menetapkan Undang-Undang
Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diperbaharui dengan Undang-
Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
yang di dalamnya mencantumkan sifat melawan hukum secara materiel yang
dirumuskan sedemikian rupa sehingga meliputi perbuatan sogok-menyogok, suap
atau korupsi yang memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi
secara melawan hukum. Kehadiran Hukum Pidana sebagai sarana pemberantasan
tindak pidana Korupsi sangat dibutuhkan oleh masyarakat karena pidana itu
sendiri dianggap sebagai satu-satunya jawaban final dalam pemberantasan
Korupsi, meskupun bukan berarti, bahwa dengan pidana semua permasalahan
tindak pidana Korupsi akan berakhir.

Hukum Positif adalah hukum pidana yang diberlakukan oleh suatu
masyarakat pada saat ini. Hukum Pidana merupakan bagian dari keseluruhan
hukum yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan yang memuat aturan-
aturan hukum, mengikat kepada perbuatan yang mengambil syarat-syarat tertentu
berupa pidana. Secara umum, Hukum Pidana adalah hukum yang mengatur
tentang perbuatan yang dilarang oleh undang-undang beserta ancaman hukuman

yang dijatuhkan terhadap pelanggarnya.
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Pada hakekatnya, sejarah Hukum Pidana adalah sejarah dari pidana dan
pemidanaan yang senantiasa mempunyai hubungan erat dengan masalah tindak
pidana.” Hukum Pidana memuat aturan-aturan hukum yang mengikat kepada
perbuatan yang mengambil syarat-syarat tertentu berupa pidana. Hukum Pidana
adalah bagian dari pada keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang
mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan:>®

1. Menentukan perbuatan-perbuatan yang tidak boleh dilakukan atau yang
dilarang dengan disertai ancaman-ancaman atau sanksi yang berupa pidana
tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.

2. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah
melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana
sebagaimana yang telah direncanakan.

3. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat
dilaksanakan.

Dalam upaya mencegah terjadinya korupsi, mendeteksi perbuatan sogok-
menyogok, suap-menyuap yang terjadi, serta memproses perbuatan Pemberi dan
Penerima Suap yang telah terdeteksi sesuai ketentuan hukum yang berlaku
merupakan upaya minimal yang perlu dilakukan dalam rangka pemberantasan
korupsi yang telah benar-benar menggurita di Indonesia. Selain telah merugikan
masyarakat, juga telah merugikan Negara dan menggangu stabilitas keamanan
masyarakat. Atas dasar dari sebuah negara hukum yang menunjang semangat
gerakan  pemberantasan  korupsi, maka diperlukan langkah-langkah

pengembangan yang diperlukan pada masing-masing instansi.

' Sudarto, Hukum dan Hukum Pidana, Alumni, Bnadung, 1986. Him.23
* Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta, 2002
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Secara umum, salah satu upaya pencegahan terjadinya korupsi dapat

dilakukan dengan melakukan penataan sistem pengendalian manajemen dengan

menerapkan:
1. Asas Kepastian Hukum,
2. Asas Tertib Penyelenggaraan Negara,
3. Asas Kepentingan Umum,
4. Asas Keterbukaan,
5. Asas Proporsionalitas,
6. Asas Profesionalitas, dan
7. Asas Akuntabilitas.

Perlindungan individu dan masyarakat tergantung pada perumusan yang
tepat mengenai hukum pidana. Sedangkan tindak pidana merupakan masalah
kemanusiaan dan masalah sosial (¢ human and social problem) yang tidak
dapat begitu saja dipaksakan dimasukan ke dalam perundangan. Kebijakan
pidana bertolak pada konsepsi pertanggungjawaban yang bersifat pribadi
(individual responsibility) yang menjadi kekuatan penggerak utama dan proses
penyesuaian sosial. Pertanggungjawaban pribadi ini menekankan pada kewajiban
moral ke arah timbulnya moralitas sosial. Sistem pidana yang dirumuskan
secara pasti (definite sentence) kemudian ditinggalkan dan diganti dengan
sistem indefinite sentence.

Usaha pencegahan dapat pula mempererat persatuan, kerukunan dan
meningkatkan rasa tanggung jawab terhadap sesama anggota masyarakat.
Secara historis, masyarakat Indonesia sebenarnya memiliki kepedulian dan rasa
persaudaraan yang kokoh di lingkungan. Sayang, nilai kebersamaan dan
kerukunan ini telah terkikis, namun masyarakat tetap harus memberantas korupsi.

Dengan demikian, usaha pencegahan dapat membantu orang mengembangkan
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individu bernegara dan bermasyarakat lebih baik lagi. Oleh karena
mengamankan dan mengusahakan stabilitas dalam masyarakat, yang
diperlukan demi pelaksanaan pembangunan nasional untuk mencapai
masyarakat yang adil dan makmur.

Usaha pemberantasan tindak pidana Korupsi dan penyimpangan lain
merupakan suatu usaha menciptakan kesejahteraan mental, fisik dan sosial
seseorang. Pencegahan tindak pidana Korupsi, kata pencegahan dapat berarti
antara lain mengadakan usaha perubahan yang positif. Sehubungan dengan
pemikiran ini, maka dalam rangka merubah perilaku kriminil, kita harus
merubah lingkungan (abstrak dan konkrit) dengan mengurangi hal yang
mendukung perbuatan kriminil yang ada dan menambah risiko yang
dikandung pada suatu perbuatan kriminal (tidak merehabilitasi si pelaku
kriminal).

Usaha pencegahan kriminalitas bergantung pada dua aspek perbaikan
lingkungan tersebut di atas, terutama yang pertama ilmu pengetahuan dan
teknologi sehubungan dengan perilaku akan dikembangkan sampai suatu titik
dimana perilaku menyimpang yang utama dapat diawasi. Nilai vyang
sesungguhnya dari ilmu pengetahuan tadi adalah apabila ia dapat mendesain
suatu lingkungan di mana orang dapat berkembang sedemikian rupa, sehingga
tidak terjadi perilaku menyimpang (dikuatkan).

Tujuan pencegahan kriminalitas akan mempengaruhi penentuan

kebijaksanaan pelaksanaannya. Adapun tujuan dari suatu usaha pencegahan
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kriminalitas adalah untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur,
material dan spiritual yang meliputi:

Pemeliharan kelestarian hidup bersama manusia.

Penjaminan kepastian hidup dan rasa aman tentram setiap warga Negara.
Mempertahankan ketertiban dan keamanan masyarakat.

Pengurangan penyimpangan perilaku warga negara dan yang berkuasa
(politis, ekonomis, religius).

e. Usaha pencegahan kriminalitas di samping memperhatikan perbaikan
lingkungan juga memperhitungkan pembinaan mental dapat dianggap
sebagai satu cara yang paling baik, meskipun pemantapannya adalah tidak
mudah dan makan waktu.

oo o

Pemberantasan tindak pidana Korupsi ini akan berjalan baik jika peran
serta pemerintah dan masyarakat untuk mencegah kejahatan oleh para koruptor.
Jadi semua pihak harus melakukan rekonsiliasi untuk membebaskan masyarakat
dari Pemberi dan Penerima Suap. Mengingat begitu banyak kebijakan yang telah
dikeluarkan dalam penanggulangan tindak pidana Korupsi, maka penilitian ini
membahas tentang pelaksanaan pemerintahan yang bersih dan bebas Korupsi,
Kolusi, dan Nepotisme sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001
Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang selanjutnya akan dipaparkan

dalam Bab Pembahasan.
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PEMBAHASAN

A. Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pemberi dan Penerima Suap

Tindak pidana bersifat formil yang dilarang dan diancam dengan hukuman
oleh undang-undang adalah melakukan perbuatan. Sedangkan tindak pidana
bersifat materiil yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-
undang adalah timbulnya suatu akibat. Secara umum, Tindak Pidana merupakan
perbuatan atau tindakan melawan hukum yang berlaku, baik itu pelanggaran atau
ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga tindak pidana perlu diatur
dengan suatu norma hukum yang berupa sanksi pidana agar dipatuhi dan ditaati.

Masalah tindak pidana adalah masalah kemanusiaan dan masalah sosial
yang senantiasa dihadapi oleh setiap bentuk masyarakat yang bertalian erat
dengan nilai, struktur, dan masyarakat itu sendiri, sehingga apapun upaya
manusia untuk menghapuskannya, tindak pidana tidak mungkin tuntas karena
tindak pidana memang tidak mungkin terhapus melainkan hanya dapat dikurangi
atau diminimalisir intensitasnya.

Kejahatan selalu menunjuk kepada perbuatan manusia dan juga batasan-
batasan atau pandangan masyarakat tentang apa yang dibolehkan dan dilarang,
apa yang baik dan buruk, yang semuanya itu terdapat dalam undang-undang,
kebiasaan, dan adat istiadat. Bahwa, Kejahatan disebabkan karena kondisi-
kondisi dan proses-proses sosial yang sama, yang menghasilkan perilaku-

perilaku sosial lainnya. Kejahatan dalam pengertian yuridis tidak sama dengan

36
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pengertian kejahatan dalam kriminologi yang dipandang secara sosiologis. Secara
yuridis, kejahatan adalah sebagai suatu tindakan yang melanggar undang-undang
atau ketentuan yang berlaku dan diakui secara legal. Sedangkan secara
kriminologi yang berbasis sosiologis, kejahatan merupakan suatu pola tingkah
laku yang merugikan masyarakat dan suatu pola tingkah laku yang mendapatkan
reaksi sosial dari masyarakat.

Tindak pidana Korupsi yang di dalamnya mencantumkan sifat melawan
hukum dalam pengertian formil dan materiil, dirumuskan sedemikian rupa
schingga meliputi perbuatan sogok-menyogok, suap atau korupsi yang
memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi secara melawan
hukum. Dengan perumusan tersebut, pengertian melawan hukum dalam tindak
pidana Korupsi dapat pula mencakup perbuatan-perbuatan tercela, seperti suap
yang menurut perasaan keadilan masyarakat harus dituntut. Tindak pidana
Korupsi, selain dapat merugikan keuangan negara, juga dapat menimbulkan
kerugian pada perekonomian rakyat. Perkembangan tindak pidana korupsi di
Indonesia sudah tergolong tinggi, sementara pemberantasannya masih sangat
lamban.

Pelaku korupsi dalam lingkup Suap merupakan penyakit yang sangat akut
bagi bangsa Indonesia yang hampir di setiap lembaga pelayanan publik suap
sudah menjadi hal yang biasa dan sulit dideteksi sehingga pencegahannya pun
makin sulit pula dilakukan. Suap sangat berkaitan dengan kekuasaan. Aparat
pelayanan masyarakat seharusnya mematuhi etika pelayanan, seperti tidak

menerima, tidak menawarkan atau tidak menjanjikan untuk memberi atau
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menerima hadiah, imbalan berupa apa saja kepada siapapun yang diketahui atau

patut dapat diduga berkaitan dengan pelayanan tersebut.

Suap dapat menimbulkan akibat yang sangat merugikan rakyat.
Beberapa bentuk tindak pidana Suap seperti, layanan pemerintah daerah
diberikan hanya bila warga telah membayar sejumlah uang tambahan di luar
biaya yang resmi. Dengan memberi Suap, warga masyarakat bisa berbuat
sekehendak hati, melanggar peraturan keselamatan kerja, peraturan kesehatan,
atau peraturan lainnya sehingga menimbulkan bahaya bagi anggota masyarakat
lainnya.

Bentuk tindak pidana Suap yang lain adalah, untuk mendapatkan surat
izin dan lisensi, warga masyarakat harus memberi uang pelicin kepada petugas
bahkan kadang-kadang harus memberi Suap agar surat izin atau lisensi tersebut
bisa terbit. Petugas pajak memeras warga, atau lebih bersekongkol dengan
wajib pajak, memberikan keringanan pajak pada wajib pajak dengan imbalan
Suap. Bahkan, Kepolisian sering kali karena telah disuap pura-pura tidak tahu
bila ada tindak pidana yang seharusnya diusutnya.

Bentuk-bentuk Korupsi terbagi 7 (tujuh) tipologi korupsi, yaitu:

1. Korupsi transaktif (transactive corruption), menunjukan kepada adanya
kesepakatan timbal balik antara pihak pemberi dan pihak penerima demi
keuntungan kedua belah pihak dan dengan aktif diusahakan tercapainya
keuntungan oleh kedua-duanya;

2. Korupsi yang memeras (extortive corruption), adalah jenis korupsi dimana

pihak pemberi dipaksa untuk menyuap guna mencegah kerugian yang sedang
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mengancam dirinya, kepentingannya, atau orang-orang dan hal-hal yang
dihargainya;

. Korupsi investif (investive corruption), adalah perilaku korban korupsi
dengan pemerasan. Korupsinya adalah dalam rangka mempertahankan diri,
seperti pemberian barang atau jasa tanpa ada pertalian langsung dengan
keuntungan tertentu, selain keuntungan yang dibayangkan akan diperoleh di
masa yang akan datang;

. Korupsi perkerabatan (nepotistic corruption), adalah penunjukan yang tidak
sah terhadap teman, atau sanak saudara untuk memegang jabatan dalam
pemerintahan, atau tindakan yang memberikan perlakuan yang
mengutamakan dalam bentuk uang atau bentuk-bentuk lain, kepada mereka,
secara bertentangan dengan norma dan peraturan yang berlaku;

. Korupsi defensif (defensive corruption), dalam ¢ype ini, pemberi tidak
bersalah tetapi si penerima yang bersalah. Misal, seorang pengusaha yang
kejam menginginkan hak milik seseorang, tidak berdosalah memberikan
kepada penguasa sebagian dari harta itu untuk mengambil harta selebihnya;

. Korupsi otogenik (autogenic corruption), suatu bentuk korupsi yang tidak
melibatkan orang lain dan pelakunya hanya seorang diri;

. Korupsi dukungan (supportive corruption), (ype ini tidak langsung
menyangkut uang atau imbalan dalam bentuk lain. Tindakan-tindakan yang

dilakukan adalah untuk melindungi dan memperkuat korupsi yang sudah ada.

Dampak dari tindak pidana Korupsi, seperti tindak kejahatan yang

dilakukan oleh Pemberi dan Penerima Suap dapat merugikan masyarakat, baik
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material maupun non-material, serta dapat merugikan Negara. Namun, selama
kesalahan seorang kriminal belum ditetapkan oleh keputusan Hakim, maka orang
ini disebut Terdakwa sebab seseorang tetap tidak bersalah sebelum kesalahannya
terbukti. Hal ini merupakan asas dasar dari sebuah negara hukum. Kebijakan
kriminal yang tidak dapat lepas dari masalah nilai, terlebih negara Indonesia yang
berdasarkan Pancasila, maka ketika sanksi pidana akan digunakan sebagai sarana
untuk tujuan membentuk manusia Indonesia seutuhnya, pendekatan humanistic
yang tentu diterapkan sering membuat masyarakat kecewa karena sering terjadi
sanksi pidana ringan yang dijatuhkan terhadap para koruptor tersebut.

Secara umum, pelaku tindak pidana selalu dijatuhkan salah satu jenis
pidana pokok, yakni pidana penjara, sesuai dengan yang diancam terhadap tindak
pidana yang dianggap terbukti. Sanksi pidana yang dijatuhkan pada pelaku tindak
pidana adalah berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, maupun
terhadap hal-hal yang memberatkan ataupun yang meringankan atas perbuatan
terdakwa tersebut. Penjatuhan salah satu jenis pidana pokok ini adalah bersifat
imperatif, merupakan suatu keharusan, sedangkan penjatuhan jenis
pidana tambahan bersifat fakultatif, bukan merupakan suatu keharusan. Jadi
dalam putusan persidangan, Hakim boleh tidak menjatuhkan pidana tambahan.

Penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana Suap, baik Pemberi
maupun Penerima suap selalu dijatuhkan salah satu jenis pidana pokok, yakni
pidana penjara sesuai dengan yang diancam terhadap tindak pidana yang dianggap
terbukti, sedangkan lamanya masa hukuman yang dijatuhkan tergantung penilaian

Hakim berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, maupun terhadap
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hal-hal yang memberatkan atau pun yang meringankan atas perbuatan terdakwa
tersebut.

Banyak orang yang membicarakan mengenai hukuman penjara dan denda
ringan, tidak sesuai dengan kejahatan yang dilakukan. Tindak pidana Korupsi
merupakan jenis tindak pidana yang terjadi hampir dalam sctiap daerah di
Indonesia yang perlu mendapat perhatian khusus, dan diatur ke dalam perangkat
hukum tentang pemberian sanksi terhadap pelaku, yaitu demi menjamin
pelaksanaan pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme,
maka perlu dijatuhkan sanksi pidana berat terhadap Pemberi dan Penerima Suap.
KUHP Indonesia, dalam pidana pokoknya mencantumkan pidana mati dalam
urutan pertama. Praktik pidana mati masih diberlakukan di Indonesia walaupun
negara-negara di Eropah telah menghapus pidana mati. Negara Belanda sendiri
telah menghapus pidana mati untuk semua kejahatan pada tanggal 17 Februari
1983. Tidak demikian halnya di Indonesia, Pasal 10 Kitab Undang-Undang
Hukum Pidana (KUHP), Pidana Pokok terdiri dari, Pidana Mati, Pidana Penjara,
Pidana Kurungan, serta Pidana Denda. Sedangkan Pidana Tambahan, terdiri dari
Pencabutan Hak-hak Tertentu dan Perampasan Barang-barang Tertentu. Jenis-
jenis pidana dalam Pasal 10 KUHP ini telah dirumuskan oleh pembentuk
undang-undang dengan disesuaikan pada kondisi yang berkembang,

Hukum telah dirumuskan sedemikian rupa untuk mengatur kehidupan
manusia. Ketaatan dan kepatuhan terhadap hukum ada di tangan semua warga

negara Indonesia, termasuk aparat penegak hukum. Bahwa, Hukum memang
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telah diadakan sedemikian rupa untuk mengatur kehidupan manusia. Aparat
penegak hukum pun tidak pernah berhenti menangani perkara Suap atau Korupsi.

Hukum Perlindungan Masyarakat yang mensyaratkan penghapusan
pertanggungjawaban pidana harus menggantikan hukum pidana yang ada,
diganti dengan pandangan tentang perbuatan anti sosial, tujuannya adalah
mengintegrasikan individu ke dalam tertib sosial, bukan pemidanaan terhadap
perbuatannya. Sementara Konsepsi Moderat dengan gerakan Perlindungan
Masyarakat Baru mengintegrasikan konsepsi perlindungan masyarakat ke dalam
konsepsi baru hukum pidana.

Sementara itu seperti yang telah kita ketahui bahwa, pemidanaan itu
sendiri terlibat dua pandangan konseptual yang masing-masing mempunyai
implikasi moral yang berbeda antara satu sama lain, yaitu pandangan yang
menyatakan bahwa, pidana mempunyai tujuan positif lebih lanjut yang
mengandaikan pidana sebagai ganjaran negatif terhadap setiap perilaku
menyimpang yang dilakukan oleh masyarakat yang beranggapan bahwa, setiap
orang bertanggungjawab atas pilihan-pilihan moralnya masing-masing. Di lain
konsep, melihat pidana itu dari segi manfaat atau kegunaannya. Pemidanaan
harus mempunyai sifat prevensi, baik prevensi umum maupun prevensi khusus,
pidana yang dijatuhkan dimaksudkan untuk memperbaiki sikap dan perilaku
pelaku tindak pidana agar tidak mengulang perbuatannya, dan juga untuk
mencegah orang lain dari kemungkinan melakukan perbuatan hal serupa.

Selain dua konsep tersebut, timbul juga pandangan integratif bahwa,

pemidanaan mempunyai tujuan yang plural, yang merupakan gabungan yang
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menyatakan bahwa, tujuan pemindanaan harus menimbulkan konsekuensi
bermanfaat yang dapat dibuktikan, keadilan tidak boleh diperoleh melalui
pembebanan penderitaan yang patut diterima untuk tujuan penderitaan itu sendiri,
dan pandangan retributive yang menyatakan bahwa, keadilan dapat tercapai
apabila tujuan yang teleological tersebut dilakukan dengan menggunakan ukuran-
ukuran berdasarkan prinsip keadilan.

Jadi, Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pemberi dan Penerima Suap atau
tindak pidana Korupsi harus mendapat ganjaran yang selayaknya diperoleh
pelaku Pemberi dan Penerima Suap. Konsep Pemidanaan dalam Hukum
Pidana yang telah dikemukakan dalam berbagai pandangan yang melandasinya
berorientasi pada perbuatan yang dilakukan, yaitu menghendaki pidana yang
dijatuhkan adalah seimbang dengan perbuatan si pelaku. Secara ekstrim dapat
dikatakan bahwa, dalam pemberian pidana, orientasi pemidanaan tidak
membatasi kebebasan Hakim untuk menetapkan jenis dan ukuran pemidanaan,
sesuai dengan yang ada di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001
Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sanksi Pidana terhadap Pemberi
dan Penerima Suap adalah untuk menjamin pelaksanaan pemerintahan yang
bersih dan bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.

Dengan adanya hukum yang mengatur tentang perbuatan yang dilarang
oleh undang-undang beserta ancaman hukuman yang dijatuhkan, baik itu
pelanggaran, atau ketentuan peraturan perundang-undangan, maka tindak pidana
perlu diatur dengan suatu norma hukum yang berupa sanksi agar dipatuhi dan

ditaati sebagai hukum yang berlaku.



Pelaku tindak kriminal yang dinyatakan bersalah oleh pengadilan dan
harus menjalani hukuman disebut sebagai terpidana atau narapidana, sedangkan
pelaku kriminalitas disebut seorang kriminal. Namun, selama kesalahan seorang
kriminal belum ditetapkan oleh keputusan Hakim, maka orang ini disebut
Terdakwa sebab seseorang tetap tidak bersalah sebelum kesalahannya terbukti.
Hal ini merupakan asas dasar dari sebuah negara hukum. Dalam hal pidana dan
pemidanaan, Hakim adalah aparat penegak hukum yang menetapkan jenis dan
ukuran pemidanaan. Pidana dijatuhkan terhadap pelaku tindak pidana sesuai
dengan yang ada di dalam undang-undang.

Sementara konsep Modern berorientasi pada pelaku tindak pidana dan
menghendaki adanya individualisasi pidana. Artinya, dalam pemidanaan harus
diperhatikan sifat-sifat dan keadaan pelaku tindak pidana. Menggunakan
metode ilmu alam dan bermaksud untuk langsung mendekati dan mempengaruhi
penjahat secara positif, mempengaruhi pelaku tindak pidana ke arah yang lebih
baik sejauh ia masih dapat diperbaiki. Pertanggungjawaban pelaku tindak
pidana berdasarkan kesalahan harus diganti dengan sifat berbahayanya si pelaku
tindak pidana. Kalaupun digunakan istilah pidana, maka menurut konsep ini
pidana harus diorientasikan pada sifat-sifat pelaku tindak pidana yang terpecah

menjadi dua konsepsi, yaitu Konsepsi Radikal, dan Konsepsi Moderat.

B. Upaya Penanggulangan Terjadinya Suap
Negara Republik Indonesia adalah Negara Hukum yang berdasarkan
Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang menjamin warga negara bersama

kedudukannya tanpa pengecualian dalam hukum dan pemerintahan. Dengan
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adanya hukum yang mengatur tentang perbuatan yang dilarang oleh undang-
undang beserta ancaman hukuman yang dijatuhkan, baik itu pelanggaran, atau
ketentuan peraturan perundang-undangan, maka tindak pidana perlu diatur dengan
suatu norma hukum yang berupa sanksi agar dipatuhi dan ditaati sebagai hukum
yang berlaku.

Korupsi di Indonesia sudah menyebar ke seluruh tubuh pemerintahan,
sedangkan langkah-langkah pemberantasannya masih tersendat-sendat. Dalam
upaya menanggulangi terjadinya korupsi, mendeteksi perbuatan sogok-menyogok,
suap-menyuap atau korupsi yang terjadi, serta memproses perbuatan yang telah
dideteksi sesuai ketentuan hukum yang berlaku merupakan upaya minimal yang
perlu dilakukan oleh aparat penegak hukum di Indonesia dalam rangka
penanggulangannya, sehingga untuk menunjang semangat gerakan pemberantasan
korupsi diperlukan langkah-langkah pengembangan yang diperlukan pada masing-
masing instansi.

Penanggulangan terjadinya Suap dalam pengertian formil dan materil
sebagaimana dirumuskan sedemikian rupa terhadap koruptor yang memperkaya
diri sendiri, atau orang lain, atau suatu korporasi secara melawan hukum,
mencakup perbuatan-perbuatan tercela, seperti suap yang menurut perasaan
keadilan masyarakat harus dituntut. Secara umum, salah satu upaya pencegahan
terjadinya korupsi dapat dilakukan dengan melakukan penataan sistem
pengendalian manajemen dengan menerapkan Asas-asas Kepastian Hukum,
Tertib  Penyelenggaraan Negara, Kepentingan Umum, Keterbukaan,

Proporsionalitas, Profesionalitas, dan Akuntabilitas.
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Kondisi ini tampaknya sangat sesuai dengan semangat pembentuk
undang-undang, yaitu melalui kebijakan legislatif dengan menetapkan Undang-
Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diperbaharui dengan
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi yang di dalamnya mencantumkan sifat melawan hukum secara materiel.
Hal ini sebagaimana dirumuskan sedemikian rupa sehingga meliputi perbuatan
sogok-menyogok, suap, atau korupsi yang memperkaya diri sendiri atau orang
lain atau suatu korporasi secara melawan hukum dalam pengertian formil dan
materil. Dengan perumusan tersebut, pengertian melawan hukum dalam tindak
pidana korupsi dapat pula mencakup perbuatan-perbuatan tercela, seperti suap
yang menurut perasaan keadilan masyarakat harus dituntut.

Banyak dampak negatif dari tindakan kriminalisme, di antaranya dapat
merugikan pihak lain baik material maupun non-material, merugikan masyarakat
secara keseluruhan, menggangu stabilitas keamanan masyarakat, serta dapat
merugikan Negara, sehingga tindakan kriminalisme tidak dapat dibiarkan tumbuh

dan berkembang dalam masyarakat. Namun, selama kesalahan seorang kriminal
belum ditetapkan oleh keputusan Hakim, maka orang ini disebut Terdakwa sebab
seseorang tetap tidak bersalah sebelum kesalahannya terbukti. Hal ini merupakan
asas dasar dari sebuah negara hukum.

Namun begitu, pelaku tindak pidana Korupsi tidak dapat dibiarkan
tumbuh dan berkembang dalam masyarakat karena dapat merugikan masyarakat
secara keseluruhan, menggangu stabilitas keamanan masyarakat yang akan

menimbulkan gangguan dan kerusakan pada ketertiban sosial sehingga dapat
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merugikan Negara. Kehadiran Hukum Pidana sebagai sarana pemberantasan
tindak pidana, meskipun arti, sifat, bentuk, dan tujuannya bervariasi namun tetap
sangat dibutuhkan oleh masyarakat karena pidana itu sendiri dianggap sebagai
satu-satunya jawaban final dalam pemberantasan tindak pidana. Namun demikian
tidak berarti bahwa, dengan pidana semua permasalahan akan berakhir.

Hukum Pidana memuat aturan-aturan hukum yang mengikat kepada
perbuatan yang mengambil syarat-syarat tertentu berupa pidana. Hukum Pidana
adalah bagian dari pada keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang
mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan:

1. Menentukan perbuatan-perbuatan yang tidak boleh dilakukan atau yang
dilarang dengan disertai ancaman-ancaman atau sanksi yang berupa pidana
tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.

2. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah
melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana
sebagaimana yang telah direncanakan.

3. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat

dilaksanakan.

Hukum Pidana di Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
(KUHP), Pasal 10 KUHP dikenal dua jenis pidana, yaitu Pidana Pokok dan
Pidana Tambahan. Jenis-jenis pidana yang termuat dalam Pasal 10 KUHP telah
dirumuskan dengan tidak terlepas dari keadaan masyarakat yang ada pada saat
itu, Dalam penyusunan rancangan KUHP baru menggantikan KUHP dari

Wetboek van Strafrecht, perlu peninjauan untuk disesuaikan dengan kondisi yang
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berkembang saat ini. Menjunjung tinggi keadilan dan menghormati Hak Asasi
Manusia merupakan dasar-dasar yang memuat aturan-aturan hukum, mengikat
kepada perbuatan yang mengambil syarat-syarat tertentu berupa pidana.

Tujuan pencegahan kriminalitas akan mempengaruhi penentuan
kebijaksanaan pelaksanaannya. Adapun tujuan dari suatu usaha pencegahan
kriminalitas  adalah untuk mencapai masyarakat yang adil dan
makmur, material dan spiritual yang meliputi:

a. Pemeliharan kelestarian hidup bersama manusia.

b. Penjaminan kepastian hidup dan rasa aman tentram setiap warga Negara.
c. Mempertahankan ketertiban dan keamanan masyarakat.

d. Pengurangan penyimpangan perilaku warga negara dan yang berkuasa

(politis, ekonomis, religius).

e. Usaha pencegahan kriminalitas di samping memperhatikan perbaikan
lingkungan juga memperhitungkan pembinaan mental dapat dianggap
sebagai satu cara yang paling baik, meskipun pemantapannya adalah tidak

mudah dan makan waktu.

Usaha pencegahan dapat pula mempererat persatuan, kerukunan dan
meningkatkan rasa tanggung jawab terhadap sesama anggota masyarakat.
Sehingga, usaha pencegahan dapat membantu mengembangkan orang bernegara
dan bermasyarakat lebih baik lagi karena mengamankan dan mengusahakan
stabilitas dalam masyarakat, yang diperlukan demi pelaksanaan pembangunan

nasional untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.
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Usaha pencegahan kriminalitas dan penyimpangan lain merupakan suatu
usaha menciptakan kesejahteraan mental, fisik dan sosial seseorang. Usaha
pencegahan kriminalitas, kata pencegahan dapat berarti antara lain
mengadakan usaha perubahan yang positif. Sehubungan dengan pemikiran
ini, maka dalam rangka merubah perilaku kriminil, kita harus merubah
lingkungan (abstrak dan konkrit) dengan mengurangi hal yang mendukung
perbuatan kriminil yang ada dan menambah risiko yang dikandung pada suatu
perbuatan kriminal (tidak merehabilitasi si pelaku kriminal).

Dengan demikian, Upaya Penanggulangan Terjadinya Suap merupakan
usaha pencegahan kriminalitas yang bergantung pada dua aspek perbaikan
lingkungan tersebut di atas, terutama yang pertama ilmu pengetahuan dan
teknologi sehubungan dengan perilaku akan dikembangkan sampai suatu titik
dimana perilaku menyimpang yang utama dapat diawasi. Nilai yang
sesungguhnya dari ilmu pengetahuan tadi adalah apabila ia dapat mendesain
suatu lingkungan di mana orang dapat berkembang sedemikian rupa, sehingga

tidak terjadi perilaku menyimpang (dikuatkan).



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Penelitian dengan judul, PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA
PEMBERI DAN PENERIMA SUAP SERTA UPAYA PENANGGULANGAN
TERJADINYA SUAP ini sampai pada penutup yang bisa penulis simpulkan,
bahwa:

1. Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pemberi dan Penerima Suap atau tindak
pidana Korupsi harus mendapat ganjaran yang selayaknya diperoleh
pelaku Pemberi dan Penerima Suap dengan Konsep Pemidanaan dalam
Hukum Pidana, yaitu:

a. Sanksi Pidana terhadap Pemberi dan Penerima Suap adalah untuk
menjamin pelaksanaan pemerintahan yang bersih dan bebas Korupsi,
Kolusi, dan Nepotisme (KKN).

b. Menghendaki pidana yang dijatuhkan adalah seimbang dengan
perbuatan si pelaku.

c. Pelaku tindak pidana Suap atau Korupsi yang telah dinyatakan
bersalah oleh pengadilan harus menjalani hukuman sebagai terpidana.

d. Dalam hal pidana dan pemidanaan, Hakim adalah aparat penegak
hukum yang menetapkan jenis dan ukuran pemidanaan dengan
orientasi pemidanaan yang tidak membatasi kebebasan Hakim untuk

menetapkan jenis dan ukuran pemidanaan, sesuai dengan yang ada
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dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

2. Upaya Penanggulangan Terjadinya Suap merupakan usaha pencegahan
kriminalitas yang bergantung pada dua aspek perbaikan, yaitu:
a. Aspek llmu Pengetahuan dan Teknologi.

b. Aspek Lingkungan.

B. Saran

Tindak pidana Suap atau Korupsi akan selalu merugikan pihak lain,
baik material maupun non-material. Ketika kesalahan seorang kriminal belum
ditetapkan oleh keputusan Hakim, maka orang ini tetap tidak bersalah sebelum
kesalahannya terbukti. Namun begitu, pelaku tindak pidana Suap atau Korupsi
tidak dapat dibiarkan tumbuh dan berkembang dalam masyarakat karena dapat
merugikan masyarakat secara keseluruhan, menggangu stabilitas keamanan
masyarakat, serta menimbulkan gangguan dan kerusakan pada ketertiban
sosial sehingga dapat merugikan Negara. Untuk itu, penulis dapat memberikan

Saran, yaitu:

“TERAPKAN ATURAN-ATURAN HUKUM YANG MENGIKAT
TERHADAP PERBUATAN YANG TIDAK BOLEH DILAKUKAN ATAU
YANG DILARANG DENGAN DISERTAI ANCAMAN-ANCAMAN ATAU
SANKSI PIDANA BERAT GUNA MEMBERANTAS TINDAK PIDANA

SUAP ATAU KORUPSI DI INDONESIA.”
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